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bahwa dalam ranglca menirrgkatitan pela5rqnst pada

nrasvaiakaf t:nfi:k or:me;-ataan k'e.sempatan pendidikan,

peningkatan mutu 'dan' relevahsi serta efisiensi

manpjemen pencliclika.n, perlu , rl.icli.ri,kan Sekol.ah

Menengah Kejuman (S'idK) l\egeri 3 Depok dan Sekolah

Menengah Atas (SMA) Negei'i 9 Depok;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal lB2 ayat (2)

Peraturan Penrerir,tah Nonror 17 TahUn 2010 tehtarrg
:

Penyelenggaraan Pendidikan jo. Pasal 12O ayat (2t

Peraturan- Daerah l-(ota Depa,k l{o:naor 08 Tahun 2o1o

terrtang Pengelolaan dan Penyelenggaraall Pendiclik an, lzir-
i

P,.:rrdirian TK, SD jSMP, SMA, SMK,. yang memenuhi
i:

sr arndar pckr.yanan rninirnum snmi:ai clcngirrr Stnndrrr'

Nasional Pcncliclil<an, <Jibcrikarr olel'r Walil<ota atau Pejabat

yang d.itunjuk;

bahwa berclasarl.ran pcrl.imbangan setragaima.na clinraksrrcl

cJa ltun.J r Lu'r.rl' i,r., clan lru rul'' b, pcrlu meneterpkan Keputusan
;i)

Walikota tentarg lz,tn Pendinan Spi.o-t-uh M.e.n.engah

Kejui'uan (SMI() Negeri 3 Depok .dan Sekolah Menengah

C;

I



Undang-undang Notnor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan. Keuangan Antara .Pemerintah Pusat dan

Dacrah' (Lenr.ba.rarr Ncgara Republik Incloiresia Tah'un.

i

20O+ Nomor: 126, Ta.tni:ahart Lernbaran Negara Republik

Indonesia Nomor aa38); .

Undang-Undang Noinor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 523fl;

Peraturan Pemerj.ntah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasiorral Pendidikan ( Lembaran Negara Republik

Inclonesia Tahun 2OOS Nomor 4X, Ttrrnbahan l-embaran

Negara Republik lndonesia Nomor aa9Q;

9

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

P_engelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Repubtik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a57B);

ll.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedohran Pcmbinairn citrn Pengawasa.n Pen.yelenggarann

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 1er5, Tarnbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nornor a593); ,

12. Peratrrran Pemerintah Irlornor 3Bi Tahun 2OO7 tentang

Pemliagian Urusan Pernerintahan Antara Pernerintah,

Peinerintairan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

l(abupaten/i(.ota (i-embaran Negara Republik Ind.onesia

Tahun 2OO7 Norrro. 82, Tambahan Lenrbaran Negara

Ilcprrblil< lrrcloncsin Nrinror 4!37); 
i

llJ. l't'r'irlut'nn l'uttt:r'irrtirIt. Nornol' 41 'l)arhlrrr 2007 tcnLar:g

Pedor:ran organisasi Perangkat Daierah (IffiibafaR Negara

Itcpublil< Inclonesia Tahun 2OO7 iNorno. 89, Tambahan

Lemb:rran Negara fte,aui:lil< Indonesia Nomor 474t);

14. Peraturan

7.

:

:8.



14. Peraturan. Pernerintah Irlomor 47. Tahun 2008 tentang

, wajib Be:lajar (Lembaran Negara Republik Indonesia

' Tahun 2AOB Nomor 90, Tambahan Lembaran. Negara

Repubiik Inclor:esia Nomor a8f:8) ;

15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun

2OO7 tentang Pedoman Pelal<sanaan Gerakan Nasional

Percepatan Penuntasan Wajih Bclajar Pendidika.n Dasar

Sembilan Ta.hun dan Pemberantasan Buta Aksara;

16. P:raturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun

20iO tentang Guru: ],ang diberi Tugas sebagai I(epala

17. Keputusa.n Menteri Pendidikan Nasional Norrror

30lP/2OOq tentang Provinsi yang berprestasi dalam

Melaksanakan Progr:am W4jib Belajar .Pendidikart Dasar

Sembilan Tahun; 
:

; i8.Peraturan Daerah l{ota DepoJi Noinc:' 07 Tahun 2OOT

tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yahg

menjadi Kewenangan Pemetrintah Kota, Depok (Lembaran

Daerah Kota Depok Tahun 2OOT Nomor 07);

19. Peraturan Daerah Kota Depok ,Nomor 8 Tahun 2008

tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

I(ota Depok Tahun 2OOB Nomor 8) sebagaimana telah.

beberapa. kali diubah tefakhir d.engan Peraturan Daerah

Kota Depok Nornor 2O Tahun 2O11 tentang Pembahan

kedua atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor B Tahun

2OO8 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran

Daei'ali I(ota Dep6k 'lahr.in 20 I 1 Nomor 20);

2O. Peraturan Daerair l{ota Depok Nomor B Tahun 2010

tcnta.rrg Pengelolauir clah Pelryelenggaraalt Pcndidikan.

(!.,r:rnbarirn L)acrillt l(ota Dr:pok Tairun 2010 Nomor 08);
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Men.etapkan

KESATU

KEDUA

KET]IGA

KEIIMPAT

IWERflT]TUS$A.H

; Mernberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah untul< :

a. Sekolah Menengah Kejuruan (SMiq Negeri 3 Depok yang

beralamat di Jl. Patr-rmbak Kelurahan Haijamukti

I(ecamatan Cimanggis Depok

b. Sekoiah Menengah Atas (SMA) Negeri 9 Depok yang

beralamat Jl. Bali Keltrrahan Cinere Kecamatan Cinere

Depok

: IJnrhrk penyelenggaraan pengelolaan' sekolah sebagaimana

dimaksud pada diktum KESATU Kepala Dinas Pendidikan

Kota Depok dapat menunjuk pejabat Guru yang diberi Tugas

Tambahan sebagai Kepala Sekolah.

z' Segala biaya yang dibutuhkan aAam pelaksanaan

sebagaimana dirnaksud pada diktum KESATU bersumber

pada Anggaran Pendapaitan dan Belanja Negara, Anggaran
.i

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota' Depok serta Anggaran

Pendapatan dan Belanja Sekolah dan sumber lain yang sah

dan tidak mengilrat 
,

'l(eputusan ini *i-,iai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dite;tapkan di Depok
-pada.tanggai 4 Juni
i WALTKO [A DEPOT{,

:1012
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H. ISMA,}XL
Tembusan :

L Yt-tr", Menteri PenclirJil<nrr Nrtsior:rnl <{i .lalcnrln; ,

'2. Yth. Gubertlur Provinsi Jawa Bilra.t cli lJa.nclLlng;
3. Yth. Kr:pala. Dina.s Pendidikan Provinsi .fawa Baret rli Bandung;
4. Ytl.. Ketua DPRD.Kota Depok; :

6. Yth. Krspala D[rtas Pencinpntarr Pcttgclolnurr lir*rrnirgrrrr ({nn Asct l(otn f)r'pnk;
'7. Yl tr. (}arrtal (lirrrarlHgln l(olrr I )r.lrok
ll Yllt, ('rrrrrnl (llrtetd l(otii t)silnk
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